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ABSTRAK

Kabupaten Nganjuk merupakan daerah agraris dengan prioritas sektor pertanian sebagai poros
pengembangan. Melalui sektor pertanian, Kabupaten Nganjuk tercatat sebagai wilayah
penghasil bawang merah terbesar ke dua skala nasional setelah Kabupaten Brebes. Ditunjang
dengan adanya program nasional “Kawasan Agropolitan” yang menunjuk bawang merah
Nganjuk sebagai salah satu komoditas terbesar dan unggulan, dari enam komoditas secara
keseluruhan. Masyarakat kabupaten Nganjuk yang sebagian besar berprofesi atau bergerak di
bidang pertanian, turut bergantung pada hasil produksi bawang merah yang memiliki nilai jual
tinggi jika dibandingkan jenis tanaman lainnya, namun hal ini juga disertai dengan resiko dan
biaya produksi yang tinggi. Sejatinya program kawasan agropolitan berdampak positif
terhadap kemandirian petani bawang merah secara teknis produksi, akan tetapi tidak dengan
persoalan permodalan yang bersifat personal. Tidak semua petani mampu mencukupi
kebutuhan modal baik lahan maupun uang, sementara proses produksi harus terus berlangsung
untuk mengaktifkan roda ekonomi petani dan di sisi lain mencapai target angka produksi
dalam pengembangan kawasan agropolitan. Sehingga dibutuhkan adanya kerjasama untuk
menutup kebutuhan – kebutuhan produksi tersebut, yakni dengan pemilik kapital yang
memiliki modal dasar, dengan kesepakatan tertentu. Namun dalam prosesnya justru pemilik
kapital dapat memegang kendali dan berkuasa atas tata niaga bawang merah Nganjuk dengan
perputaran uang yang cukup besar. Penanaman modal yang dilakukan memberikan dampak
dan konsekuensi penentuan harga jual oleh pemilik kapital dengan sistem pasar, bukan oleh
petani. Sehingga kebijakan program kawasan agropolitan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani melalui komoditas unggulan di wilayah setempat yang dikembangkan,
justru sebaliknya menempatkan petani pada posisi tersudutkan dan sebagai penerima beban
dari regulasi kebijakan. Sementara pemilik kapital yang tidak menanggung beban resiko
produksi lebih menerima manfaat dari kebijakan tersebut dan dapat menguasai tata niaga
komoditas bawang merah. Tipe penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data melalui indepth interview/wawancara.

Kata Kunci: Ekonomi pertanian, kebijakan, Pemerintah Daerah Nganjuk, kapitalisme
perdagangan,  tata niaga.
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ABSTRACT

Nganjuk Regency is an agricultural area with the agricultural sector as a priority of the
development. Through agriculture, Nganjuk Regency was recorded as the largest onion-
producing areas to two national scale after Brebes Regency. Supported by the existence of
national program "Agropolitan Area" pointing Her onion as one of the largest commodities
and seeded, of the six commodities overall. Nganjuk Regency community, mostly living or
moving in the field of agriculture, depends on the results of the production of onion that has
high value when compared to other types of plants, but it also carries with it risks and high
cost of production. In fact,  agropolitan area programs has positively impact against
independence technically onion growers production, but not about the capital cause it personal
problem. Not all farmers are able to fullfill the needs of capital both land as well as money,
while the production process must be continued to enable the wheel of economy of farmers
and on the other side reached the target in the development of production numbers of
agropolitan area. So it needs cooperation to cover needs – production needs, with the owners
of capital who have the capital base, with certain agreements. But in the process thus owners
of capital can be in control and power over market of Nganjuk red onion with a fairly large
turnover. The investing has an impact and consequences of the determination of the sale price
by the owner with capital market system, not by farmers. So the policy program of agropolitan
area which aims to improve the welfare of farmers through the local region's flagship
commodities developed, quite the contrary puts farmers at the down position and as a recipient
of the burden of regulation policy. While the owners of capital do not bear the brunt of the risk
of production more receive benefits from these policies and they can be the master of  red
onion commodities market. Type of this research is qualitative-descriptive, with the
techniques of data collection through indepth interview.

Keywords: Agricultural economics, policy, Local Governments of Nganjuk, capitalism trade,
marketing.

PENDAHULUAN
Sektor pertanian di Jawa Timur masih memegang peranan penting dalam menggerakkan

roda perekonomian masyarakat. Lebih dari tiga koma enam juta penduduk Jawa Timur
menjadikan bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Pertanian sendiri bukan hanya
diisi oleh petani sebagai aktor penggerak utama, namun telah berkembang menjadi spesifikasi
– spesifikasi kerja yang lebih luas, seperti tengkulak, distributor, pemodal, buruh tani,
pedagang pasar hasil tani, calo pertanian, hingga kuli panggul di pasar. Untuk itu pengelolaan
pertanian memerlukan adanya campur tangan pemerintah sebagai media penghubung antar
elemen yang bergerak dalam bidang tersebut mulai dari proses produksi sampai distribusi, dari
tangan petani hingga sampai ke tangan konsumen, dengan tujuan agar keberlangsungannya
berjalan lancar, dan juga seimbang. Pihak-pihak yang terlibat dalam kedua proses perlu diatur
sedemikian rupa melalui undang – undang ataupun peraturan setingkat kementrian dan daerah,
agar seluruh pihak dapat terjamin kesejahteraannya, utamanya perihal ekonomi.
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Spesifikasi kerja dalam bidang pertanian satu sisi memberikan dampak positif, namun di
sisi lain tidak meninggalkan dampak negatif. Pada sektor pertanian Kabupaten Nganjuk
sebagai salah satu wilayah pengembangan kawasan Agropolitan yang tercantum dalam
Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, keberadaan
spesifikasi profesi tersebut turut menunjang pelaksanaan program. Khususnya bagi komoditas
bawang merah dengan proses produksi yang memerlukan pengelolaan dan tenaga ekstra serta
berbiaya tinggi, keberadaan buruh tani dan pemodal sangat diperlukan untuk mencapai target
angka produksi yang diupayakan meningkat setiap tahunnya. Serta keberadaan pedagang dan
tengkulak atau distributor membantu pelaksanaan distribusi hasil produksi bawang merah
menuju tangan konsumen. Akan tetapi di sisi lain keberadan spesifikasi kerja tersebut
memberikan dampak negatif sebagai konsekuensi bentuk kerjasama. Seperti halnya pemodal
memberikan pengaturan penentuan harga beli dari petani dan harga jual melalui pengendalian
sistem pasar. Pada tengkulak dan distributor yang merupakan satu jaringan luas menjadikan
harga jual bawang merah semakin mahal karena melalui banyak tahapan dan penyalur, untuk
bisa sampai ke tangan konsumen. Pemerintah sepenuhnya berwenang untuk mengatur dan
bertanggung jawab atas pihak – pihak tersebut bagi sisi yang diuntungkan maupun dirugikan.

Pada dasarnya pemodal, tengkulak ataupun distributor selaku pemilik kapital merupakan
bagian dari regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan dalam hal ini mereka
menjadi bagian dari realisasi kebijakan program kawasan agropolitan. Satu sisi pemerintah
membutuhkan mereka, dan mereka pun membutuhkan landasan hukum yang dikeluarkan
pemerintah sebagai bentuk legalitas. Di sisi lainnya keberadaan mereka menekan petani yang
juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kesejahteraannya, dan
menimbulkan adanya ketimpangan – ketimpangan perolehan keuntungan. Petani bawang
merah Nganjuk selaku pengelola sumber daya alam sesuai prosedur yang rumit dan beresiko
tinggi, dengan masuknya kapital dalam proses justru tidak menjadikan mereka sebagai tuan di
tanahnya sendiri. Celah – celah kelemahan yang dimiliki petani menjadikan komoditas
bawang merah dikuasai dan dikendalikan oleh pihak luar yang tidak turun langsung dalam
proses produksi. Sehingga kebijakan program kawasan agropolitan yang bertujuan
membangun enam komoditas pertanian dan peternakan termasuk bawang merah, sebagai
wilayah pertanian yang mandiri dan sejahtera petaninya, justru menempatkan petani sebagai
penanggung beban dari regulasi kebijakan, sedangkan pemilik kapital lebih mendapatkan
manfaat untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka.

KERANGKA TEORITIK
Teori regulasi ekonomi menurut George J. Stigler dalam bukunya “The Theory Of

Economic Regulation”, diberikan pemahaman bahwa penggunaan potensi sumber daya publik
dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi (sektor swasta / industri), merupakan bagian dari
sisi permintaan (demand) dalam suatu regulasi, sementara pemerintah selaku pembuat
kebijakan menjadi bagian dari penyedia (supply). Sifat dari proses politik memungkinkan
kelompok – kelompok kecil untuk mendapatkan suatu peraturan, sesuai dengan kehendak dan
kepentingan yang dibawa. Sebagai kelompok yang memiliki kepentingan akan menggunakan
kekuatan mereka dan memaksa pemerintah untuk membuat peraturan – peraturan yang
bermanfaat bagi kepentingan dan golongan mereka.1

1 George J. Stigler. 1971. The Theory Of Economic Regulation. The University Of Chicago, Hlm: 3
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Teori Regulasi memberikan pengertian untuk menerangkan siapa yang mendapatkan
manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya suatu regulasi atau aturan ekonomi.
Regulasi ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan dengan tujuan
tertentu. Tetapi dalam kenyatannya manfaat yang diharapkan sering datang bersamaan dengan
dampak negative atau kerugian yang ditimbulkan oleh adanya regulasi tersebut. Teori regulasi
ekonomi menganalisa dan membahas masalah regulasi yang menimbulkan implikasi ganda
tersebut.

Jika manfaat dan kerugian yang terjadi akibat adanya regulasi yang menyebabkan
perubahan alokasi sumberdaya telah diketahui sejak awal, maka kebijakan ekonomi melalui
regulasi – regulasi pemerintah akan dilakukan dengan menekan sejauh mungkin akibat –
akibat yang merugikan tersebut. Tetapi jika regulasi lebih banyak menimbulkan manfaat,
maka regulasi tersebut diusahakan untuk diperluas agar manfaatnya tersebar seluas mungkin.
Peranan instrument teori ini adalah untuk melihat besaran manfaat dan kerugian dari suatu
regulasi ekonomi.2

Pemerintah memiliki wewenang secara legal formal untuk memberikan batasan –
batasan dalam penggunaan sumber daya publik, di sisi lain sektor swasta seperti halnya
industry memiliki kekuatan untuk meningkatkan perekonomian. Sehingga terjalin satu relasi
politik dimana sektor industri memerlukan peraturan dari pemerintah yang di dalamnya bisa
menaungi kepentingan mereka, sementara pemerintah melalui peraturan yang dibuat
merepresentasikan kepentingan industri karena mereka juga memiliki dampak positif bagi
peningkatan perekonomian masyarakat, dan mengupayakan untuk meminimalisir dampak
negatif yang diberikan industri.

Teori regulasi ekonomi sebagai perkembangan dari pemikiran ekonomi klasik yang
banyak dijelaskan oleh Adam Smith, mengenai permasalahan proses transisi ekonomi yang
berbasis pada proses produksi terkait adanya tenaga kerja dengan sumber daya alam. Lebih
lanjut dalam proses ini terdapat faktor-faktor lain yang dapat mendukung namun kurang
dianalisa lebih mendalam. Seperti halnya teknologi, kekuatan hukum, kelembagaan, sosial dan
politik, yang memunculkan teori dasar bahwa transaksi pasar terkait produksi dan distribusi
digerakkan oleh tangan ghaib (invisible hand), dengan peran dominan dalam mengatur
permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa.

Pemerintah merupakan institusi yang memiliki kewenangan secara legal formal untuk
mengatur regulasi atas proses tersebut beserta pihak-pihak yang memiliki andil di dalamnya,
melalui kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka peran pemerintah
dapat hadir dengan kekuatan yang bersifat memaksa, menentukan aturan-aturan terkait hak
setiap pihak yang terlibat bahkan hak monopoli seklaipun, serta mengarahkan proses produksi
dan distribusi.

METODE PENELITIAN
Penggunaan tipe penelitian kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang informatif melalui penggalian data secara mendalam (in-depth).
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan
menganalisis data sekunder seperti dokumen resmi. Penentuan informan selaku subyek
penelitian dilakukan dengan metode snowball. Metode tersebut merupakan teknik

2 Didik J Rachbini. 2004. EKONOMI POLITIK: Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Jakarta: Granit, Hlm: 10
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pengambilan sampel dengan mengajukan pertanyaan kepada subkelompok untuk
mengidentifikasi orang lain yang mungkin bisa diteliti pula.3 Subyek penelitian didapat
melalui informasi dari informan kunci (Kepala Bidang Sosial dan Politik Bappeda dan Kepala
Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Daerah). Sedangkan lokasi penelitian secara disengaja
dipilih di Kabupaten Nganjuk dengan mempertimbangkan kepemilikan komoditas bawang
merah terbesar ke dua skala nasional, serta realisasi program nasional kawasan agropolitan
yang sedang berlangsung di Kabupaten Nganjuk dengan bawang merah sebagai salah satu dari
enam komoditas terbesar dan unggulannya.

WUJUD TATA NIAGA BAWANG MERAH DI KABUPATEN NGANJUK

Tata niaga merupakan bentuk pemasaran berupa penyampaian hasil produksi bawang
merah dari tangan petani, menuju masyarakat selaku konsumen. Tata niaga telah menjadi
bagian dari pelaksanaan program kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Nganjuk
kebijakan tersebut bertujuan untuk menjadikan dua kecamatan terpilih yakni Sukomoro dan
Nganjuk beserta desa – desa di dalamnya, menjadi satu kota pertanian. Tata niaga komoditas
bawang merah meliputi dua proses, diantaranya produksi dan distribusi, dengan adanya
keterlibatan Pemkab Nganjuk untuk memberikan aturan main dalam kedua proses tersebut.
Proses produksi berupa tahapan – tahapan pengolahan bawang merah mulai dari penyiapan
bibit, penanaman, pemeliharaan dan pengobatan, hingga panen. Sedangkan proses distribusi
yakni mulai dari pengkategorian / pemilahan bawang merah sesuai kualitasnya, penentuan
harga sesuai kualitas, transaksi jual – beli, hingga pengiriman pasca transaksi dari lingkup
Nganjuk, luar kota ataupun luar pulau, sampai penentuan harga pasar. Baik proses produksi
maupun distribusi bukan hanya melibatkan petani, melainkan juga aktor – aktor lain yang
menempati berbagai posisi dengan masing – masing peran dan fungsi.

Temuan penelitian menunjukan bahwa persoalan teknis pengolahan produksi, petani
bawang merah Nganjuk terbilang sudah mandiri dan paham prosedur. Terlebih dengan adanya
pendampingan dari dinas pertanian daerah melalui UPTD pertanian dan kelompok tani di
tingkat desa sangat membantu petani. Bibit bawang merah yang harganya cukup mahal dan
sebelumnya membeli dari luar daerah, kini petani telah diajarkan dan mampu membuat bibit
bawang merah sendiri. Namun untuk persoalan modal berupa lahan dan uan, tidak semua
petani Nganjuk memiliki kedua modal utama tersebut. Ada petani yang memiliki banyak lahan
dan uang, petani dengan kepemilikan lahan dan uang skala menengah dan kecil, dan petani
yang tidak memiliki lahan atau cukup uang, hanya bertindak sebagai buruh tani. Hal ini
menjadikan adanya kategorisasi dalam sektor internal petani, yakni dapat disebut sebagai
juragan tani atau petani besar, petani mandiri dan juga buruh tani.

Juragan tani merupakan petani berkecukupan, bisa disebut sebagai petani kaya dengan
kepemilikan lahan yang luas, modal uang berlebih, mampu mengatasi proses produksi beserta
resiko gagal panen, dan memiliki akses dengan luar daerah untuk menjual hasil panen. Angka
produksi dan transaksi jual – beli bawang merah oleh juragan tani relatif besar ke luar daerah
Nganjuk, dengan adanya jaringan antar daerah dan ditunjang kepemilikan modal transportasi
untuk mengangkut berupa mobil pick up sampai dengan truk. Juragan tani mampu
menyanggupi biaya transport menuju daerah – daerah pengiriman.

3 Lisa Harrison. 2007. METODOLOGI PENELITIAN POLITIK. Jakarta: Kencana, Hlm: 25
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Petani mandiri adalah petani yang telah memiliki lahan atau sawah pribadi untuk diolah
sendiri, baik dengan luas yang sedang hingga kecil, memiliki uang cukup untuk mengolah
sawahnya sendiri dan diolah dengan tenaganya sendiri ataupun dibantu buruh menyesuaikan
luas lahan. Disebut mandiri karena mereka memiliki modal utama untuk melakukan produksi,
akan tetapi ada kalanya petani mandiri kurang dapat mengantisipasi resiko gagal panen dan
harga jatuh, yang menjadikan uang modal awal mereka berkurang, yang dampaknya biaya
tanam dan pemeliharaan menjadi kurang. Petani mandiri umumnya bertransaksi dalam skala
daerah, yakni wilayah Nganjuk ataupun Kabupaten – Kota sekitar, namun kebanyakan hasil
panen mereka dijual kepada atau melalui juragan tani untuk mempercepat pendapatan, yang
kemudian diputar untuk biaya penanaman kembali.

Buruh tani lebih pada petani yang tidak memiliki modal lahan atau uang, dan bekerja
kepada juragan tani ataupun orang luar yang memiliki investasi lahan tetapi tidak memiliki
keterampilan dan kemampuan untuk mengolah lahannya. Buruh tani bekerja dengan sistem
upah bagi hasil sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan. Umumnya mereka bekerja pada
juragan tani di wilayah sekitar tempat tinggalnya sendiri, dan sebagian bekerja mengolah
lahan orang luar yang bertujuan investasi, namun kebanyakan adalah dari keluarga sendiri.
Baik bekerja pada juragan tani maupun mengolah lahan orang lain, buruh tani sebagian besar
masih memiliki ikatan keluarga, kerabat ataupun tetangga, khususnya sawah orang luar.

Ketiga kategori internal petani tersebut bukan sekedar membedakan kemampuan
financial yang dimiliki, tetapi juga membedakan jangkauan dan jaringan ke luar daerah yang
berkaitan dengan perbedaan perolehan keuntungan. Memasuki proses distribusi bawang
merah, mayoritas petani belum bisa berjalan sendiri. Sebagian kecil dari petani yang mampu
memegang kendali distribusi penjualan adalah petani besar / juragan tani, atau dapat disebut
pula sebagai elite lokal dalam sektor pertanian bawang merah Nganjuk. Petani mandiri kurang
mampu mengendalikan penjualan hasil panen karena ketiadaan jaringan, dan memaksa mereka
untuk mengikuti sistem pasar. Harga jual bawang merah dalam lingkup Kabupaten Nganjuk
tidak cukup bagus, penawaran yang diberikan tengkulak daerah tidak sebanding dengan tenaga
dan beban resiko gagal panen yang ditanggung petani. Sementara jika dipasarkan ke luar
Nganjuk keuntungan yang didapat bisa berkali – kali lipat, akan tetapi memerlukan jaringan
penghubung penjualan antar daerah.

Kapital dapat masuk dalam sektor produksi melalui kurangnya modal uang oleh petani
mandiri, untuk menawarkan kerjasama bantuan uang dengan kesepakatan bagi hasil. Satu sisi
petani melakukan produksi untuk memenuhi kebetuhan ekonominya sendiri, di sisi lain
penunjukan Kecamatan Sukomoro sebagai kawasan agropolitan dengan komoditas bawang
merah mengharuskan angka produksi memenuhi target dari Pemkab dan diupayakan bisa
meningkat. Kerjasama dengan pihak pemilik kapital adalah solusi yang juga memberikan
dampak tanggungan beban bagi petani. Selebihnya dalam proses distribusi kapital masuk
sebagai jaringan penghubung karena petani belum mampu menjangkau. Bawang merah belum
memiliki standar harga yang secara resmi dikeluarkan pemerintah, sehingga konsekuensinya
petani menawarkan harga dengan perhitungan biaya produksi dan tengkulak bebas menawar
harga dari petani, kemudian menjual kembali dengan sistem pasar.

Pergerakan modal yang terjadi dalam hubungan proses produksi bawang merah di
Kecamatan Sukomoro dapat dipahami sebagai bentuk perpindahan modal berupa uang dari
para petani besar terhadap petani mandiri ataupun buruh tani, dengan tujuan timbal balik yang
secara formal maupun informal bersifat mengikat. Uang menjadi media utama masuknya
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kapital, mengingat persoalan teknologi petani bawang merah sudah mendapatkannya dari
pemkab melalui program kawasan agropolitan. Kegiatan ini memberikan dampak berupa
penguasaan akan perputaran roda produksi bawang merah di Kecamatan Sukomoro, dan
mempertahankan keberhasilan mereka sebagai petani besar atau petani kaya untuk terus
memperoleh keuntungan dalam jumlah banyak. Petani besar / juragan lokal dapat disebut
sebagai penguasa internal atau elite lokal pertanian bawang merah Nganjuk. Faktor ini
didukung pula oleh kerjasama dengan pihak luar seperti tengkulak besar. Pergerakan modal
dalam proses produksi bermula dari tengkulak besar luar daerah, menuju petani besar lokal,
yang kemudian baru didistribusikan pada petani mandiri seperti ketika membutuhkan, serta
buruh dan pekerja tani. Peminjaman uang oleh petani mandiri tidak semuanya saat awal
penanaman, tetapi ada kalanya pula di tengah jalan dalam kurun waktu ± satu bulan, uang
biaya perawatan habis untuk membeli pupuk dan obat – obatan. Dampak positif dari bantuan
uang tersebut yakni tetap berjalannya roda produksi, dan petani – petani mandiri realitasnya
memerlukan bantuan tersebut. Akan tetapi dampak negatifnya modal uang tersebut bersifat
mengikat menjadikan tengkulak besar dan atau melalui juragan tani, dapat mengendalikan
pengolahan bawang merah hingga panen.

Kemudian pada proses distribusi, dominasi kapital yang terjadi di dalamnya lebih pada
kelanjutan atau dampak secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan kapital pada
proses produksi. Kedua proses ini saling memiliki keterkaitan erat, seperti dalam penjelasan
sebelumnya bahwa pergerakan modal dari luar akan menimbulkan sifat ikatan dari si pemberi
dengan penerima, karena di dalam pergerakan modal terselip adanya kepentingan. Dalam
proses produksi pergerakan modal yang ada melahirkan sebuah ikatan antar jejaring tahapan
produksi, yang pada akhirnya kembali pada si pemberi modal awal dalam proses pasca
produksi, yakni proses distribusi. Pemberi modal awal yang merupakan pihak luar daerah dan
secara teknis tidak turun langsung ke sawah untuk berkontribusi, namun mereka dapat tetap
mengontrol pergerakan proses melalui jaringan-jaringan yang mereka bangun di pihak lokal,
serta ikatan yang dibentuk antar petani lokal. Artinya ikatan tersebut menjadikan satu timbal
balik terhadap produksi bawang merah berupa keharusan para petani lokal untuk menjual
panen bawang merahnya kepada pemberi modal tersebut. Dengan dalih para petani mandiri
tidak memiliki jaringan untuk mendistribusikan hasil panen bawang merahya ke luar daerah.

INTERAKSI AKTOR DALAM TATA NIAGA BAWANG MERAH

Keberadaan kapital di dalam tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk tidak
semata-mata ada dan berjalan dengan sendirinya. Melainkan dengan melalui proses panjang
untuk dapat masuk dan bertahan yang melibatkan banyak orang atau aktor yang terjun di
dalamnya, baik aktor yang terlibat secara langsung, aktor yang terlibat namun tidak langsung,
ataupun aktor yang sejatinya tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan proses namun
secara tidak langsung membantu keberlangsungan penguasaan kapital. Hal ini tentunya
terdapat pihak yang menjalankan dan menjaga eksistensi kapital, serta pihak yang bertanggung
jawab akan pergerakan kapital. Setiap aktor memiliki kepentingan dan motivasi masing-
masing. Sektor pertanian tidak bisa terlepas dari sosok petani, tengkulak atau pemborong,
pedagang, stakeholder, dan spesifikasi-spesifikasi profesi lainnya di bidang pertanian. Pada
proses produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk, dalam prosesnya menyerap dan
membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Setiap saat dan setiap waktu dapat ditemui
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kegiatan produksi bawang merah di areal persawahan. Dalam proses ini petani memiliki
keterlibatan secara langsung terhadap proses produksi bawang merah, namun secara konsep
kapital pihak buruh tani dan petani mandiri tidak dapat dikatakan sebagai aktor, melainkan
adalah objek utama dari masuknya kapital. Petani mandiri disebut sebagai objek utama dari
kapital mengingat petani lah yang memiliki ilmu dasar dalam proses produksi bawang merah,
yang pada akhirnya menjadi bagian dari pemenuhan kepentingan para aktor pemilik kapital.

Sementara para petani mandiri dan buruh tani adalah objek dari kapital, pihak yang
dapat disebut sebagai aktor yang terlibat secara langsung dengan kapital adalah para petani
besar / juragan dan tengkulak besar. Kedua aktor tersebut terlibat secara langsung, mengingat
petani besar sejatinya adalah seorang petani murni yang melaksanakan proses produksi,
memahami secara keilmuan terkait prosedural dan tahapan-tahapan produksi bawang merah
serta turun langsung dalam proses di lapangan. Perbedaannya adalah kepemilikan uang yang
cukup dan berlebih, dengan dukungan kepemilikan jaringan di luar daerah. Dengan
kepemilikan uang yang berlebih tersebut, menjadikannya sebagai dasar dalam pemasaran dan
berhasil menguasai buruh tani dan petani - petani mandiri. Kekuasaan yang dimiliki oleh
petani besar / juragan bukan lagi secara lingkup wilayah sekitar tempat tinggalnya, melainkan
satu desa atau satu kecamatan. Mereka adalah media penghubung, pintu gerbang masuknya
kapital yang  memonopoli petani mandiri dan menjalankan penguasaan tersebut. Sebagai
sesama masyarakat lokal yang bergelut di bidang pertanian bawang merah, pendekatan yang
dilakukan oleh petani besar terhadap buruh tani dan petani kecil tidaklah sulit. Sebagai dasar
pendekatan, mereka membangun sebuah paradigma kepercayaan kepada petani kecil bahwa
bekerjasama dengan mereka akan lebih meningkatkan kesejahteraan para petani. Petani besar
di sini juga bertindak sebagai agen atau distributor. Para petani besar secara intens memiliki
sumbangsih besar dalam menjaga kekuasaan kapital.

Tengkulak besar dalam pasar bawang merah Nganjuk yang umumnya berasal dari pusat
(DKI Jakarta), Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa kota / kabupaten di Jawa
Tengah dan Jawa Timur, dapat dinilai sebagai aktor yang terlibat secara langsung dengan
kapital berdasarkan sumbangsih mereka berupa modal uang. Tengkulak memang tidak turun
secara langsung pada proses produksi, namun sejatinya tengkulak tetap menjadikan nafas
pertanian tetap berjalan. Tengkulak dengan petani besar atau agen dan distributor adalah satu
jaringan penghubung antara lokal dengan daerah yang saling bersinergi satu sama lain. Para
tengkulak adalah pihak yang berada di luar daerah, namun dapat mengontrol dan menguasai
para petani lokal dengan modal yang ditanamkan, melalui petani besar sebagai perantara.
Lebih lanjut pola dagang yang dilakukan tengkulak adalah dengan menawarkan harga
terendah yang dibeli dari petani lokal, kemudian dijual kembali dengan harga tertinggi untuk
mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Terlepas dari biaya distribusi yang melewati rantai
tangan distribusi maupun transportasi, tengkulak selalu berusaha memperoleh keuntungan
lebih banyak atau berkali-kali lipat.

Berbeda dengan petani besar, distributor atau agen bawang merah di kabupaten Nganjuk
dalam hal ini tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, tetapi memiliki hubungan
baik dengan petani lokal dan juga para tengkulak di luar daerah. Dalam sektor pertanian
khususnya di wilayah Jawa, distributor atau agen tersebut lebih dikenal dengan sebutan
“Borek”. Para borek dalam pertanian bawang merah akan membeli habis hasil panen bawang
merah untuk dijual kembali pada tengkulak besar. Terkait modal yang dimiliki untuk membeli
hasil panen bawang merah petani dapat modal milik pribadi secara penuh, modal hanya
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sebagian dan penutupnya berasal dari tengkulak, ataupun modal sepenuhnya dari tengkulak
dan borek diberikan sedikit keuntungan sebagai upah. Terlepas dari kepemilikan modal dari
para borek untuk membeli hasil panen petani, keberadaan para borek turut memberikan
sumbangsih besar bagi penguasaan kapital. Selain itu terdapat aktor yang menjadi penghubung
secara langsung antara tengkulak besar dengan petani lokal. Sebagai orang besar yang berada
di luar daerah tentunya tengkulak tidak bisa turun secara langsung untuk melakukan negosiasi,
melainkan mereka memperkerjakan orang sebagai perantara atau penghubung. Mereka juga
sering disebut sebagai “Pengebas” oleh petani setempat, atau disebut juga “Orang Tetap” oleh
masyarakat setempat. Berbeda dengan calo yang statusnya bebas, dapat bekerja dan melayani
siapapun yang dapat memberikan upah bagi mereka. Borek ataupun pengebas ini turut
menjadi aktor dalam masuknya kapital dan berupaya mempertahankannya. Bahkan para petani
lokal sendiri tidak secara keseluruhan mengetahui identitas tengkulak mana yang akan
menebas habis hasil panenannya.

Peran setiap aktor berbeda – beda, dimana petani besar / juragan memegang peran untuk
menyampaikan modal uang kepada petani mandiri dari pemilik kapital, dan menarik hasil
panen mereka secara keseluruhan lingkup desa atau sebagian, dan petani bear pula yang
mengatur dan mengendalikan keluarnya bawang merah dari Nganjuk. Pemilik kapital berupa
tengkulak besar dari luar berperan memberikan pinjaman uang untuk mengikat hasil panen
petani, melalui petani besar ataupun orang tetap yang ditugaskan, dan mereka berperan
mengatur stock dan harga jual di pasar nasional dengan permainan peredaran stock.
Sedangkan borek, pengebas ataupun orang tetap berperan sebagai kepanjangan tangan dari
pemilik kapital, dengan atau tanpa bantuan petani besar / juragan, dan bisa pula secara
langsung menuju petani mandiri. Interaksi antar aktor dalam tata niaga bawang merah dapat
digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema 1. Penyaluran Bawang Merah Nganjuk

Keterangan:
P : Produsen (Petani mandiri)
Pl : Pedagang pengumpul lokal (Borek, Pengebas)
Pb : Pedagang besar (Juragan)
R : Pedagang eceran (Pada pasar kecil)

Alur pemasaran bawang merah Nganjuk berawal dari petani mandiri selaku pemilik
stok, kemudian hadir borek atau pengebas yang sebagai perantara dari tengkulak luar daerah
untuk menawarkan harga beli. Sistem jual seperti ini sering dilakukan oleh petani mandiri.
Selain itu terdapat pula sistem dari petani mandiri langsung ke petani besar di wilayah
setempat, dengan langsung menjual hasil panen mereka kepada juragan bawang merah di
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lingkup desa / kecamatan, untuk kemudian dijual kembali di pasar – pasar lokal Nganjuk atau
langsung dikirim pada tengkulak dari luar kota. Petani besar / juragan memegang banyak
peranan, diantaranya menyalurkan bawang merah menuju pedagang – pedagang eceran di
pasar kecil di Nganjuk ataupun kota – kota lainnya. Petani besar juga mampu menjual kepada
industri olahan makanan yang salah satunya adalah Indofood. Mereka menarik hampir seluruh
stock bawang merah dari petani – petani mandiri dengan kualitas kurang bagus karena petani
mandiri tidak mampu menjualnya pada tengkulak kecil, untuk dijual kembali pada PT.
Indofood yang memilih bawang merah dengan kondisi tersebut untuk diolah kembali menjadi
produk instan, sehingga tidak memerlukan bawang merah dengan kualitas yang baik dan harga
mahal. Selain itu petani besar juga menjualnya pada distributor besar dari Jakarta atau
Sulawesi yang nantinya akan diekspor.

Relasi Kapital Dengan kekuasaan Dalam tata Niaga Bawang Merah

Kapital memiliki keterkaitan erat dengan sistem tata niaga bawang merah, dimana
kapital membantu melancarkan produksi bawang merah dengan biaya yang cukup mahal dan
tidak semua petani mampu. Namun di sisi lain bantuan permodalan tersebut bukan semata –
mata untuk menjalin hubungan kerjasama dengan petani, melainkan ada maksud dan motivasi
tertentu bagi para kapital yang dapat memberikan mereka keuntungan berlipat. Motivasi utama
dari kapital adalah ekonomi, dengan media kekuasaan. Kapital bergerak sebagai “invisible
hand” dalam pengaturan sektor pertanian bawang merah Nganjuk, dengan modal uang yang
mereka tanamkan kepada petani – petani lokal. Kekuasaan dalam tata niaga bawang merah
sendiri bukan hanya berada pada pemilik kapital dari luar, melainkan juga oleh petani besar
atau juragan bawang merah. Petani besar / juragan tersebut merupakan para elite lokal dalam
pertanian bawang merah, yang memegang kendali peredaran bawang merah di lingkup
Nganjuk dan untuk ke luar.

Kapitalisme memiliki berbagai macam bentuk, namun dalam hal ini adalah kapitalisme
perdagangan, dimana tengkulak mengangkut hasil produksi dari Kabupaten Nganjuk ke kota –
kota lain sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan media berupa uang. Masuknya uang dari
tangan tengkulak sebagai modal produksi bersifat mengikat untuk menariknya kembali hasil
produksi yang dapat memberikan keuntungan. Prinsip dari kapital yakni memproduksi untuk
menuai keuntungan berlipat. Penguasaan tata niaga bawang merah oleh sebab masuknya
kapital yang dimiliki oleh petani besar / juragan, lebih pada kekuasaan di sektor internal yang
meliputi penguasaan penarikan dan pengumpulan stock hasil panen dalam jumlah banyak,
beserta mengatur berapa banyak jumlah stock bawang merah keluar.  Sementara penguasaan
kapital oleh tengkulak luar yakni pada sektor eksternal,  berupa peredaran stock bawang merah
menuju kota – kota dengan kebutuhan bawang merah yang cukup banyak, dan juga pengaturan
harga jual dalam sistem pasar.

Terdapat dua macam kekuasaan dalam tata niaga bawang merah Nganjuk, yakni
kekuasaan secara internal dan eksternal. Petani  besar / juragan merupakan pemegang
kekuasaan secara internal, mengingat banyaknya kontribusi yang diberikan dan sebagai
pemegang kunci keberhasilan tata niaga bawang merah. Petani besar juga memegang
kekuasaan legal formal bagi mereka yang menduduki jabatan politis kepala desa ataupun
perangkatnya. Para petani besar berkuasa atas proses produksi dan distribusi bawang merah
dalam lingkup Kabupaten Nganjuk, dan menjadi perantara bagi tengkulak dari luar.
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Sedangkan kekuasaan secara eksternal dimiliki oeh tengkulak dari luar daerah selaku pemilik
kapital. Tengkulak memegang kunci pengaturan peredaran stock bawang merah dan
penentuan harga, karena cakupan pemasaran oleh tengkulak besar mencapai skala nasional.
Kekuasaan yang dimiliki tengkulak digunakan sebagai media pengendalian sistem pasar
nasional, dimana mereka menyimpan stock barang yang dapat dilepas setiap saat, dan
menentukan harga pasar berdasarkan permintaan konsumen dan penawaran ketersediaan
barang.

KESIMPULAN

Wujud dari tata niaga bawang merah Nganjuk meliputi dua proses, yakni proses
produksi dan distribusi, dengan prioritas pemasaran dalam proses distribusi. Tata niaga
bawang merah sebagai bagian dari kebijakan program kawasan agropolitan, yang bertujuan
untuk lebih mengangkat nama bawang merah Nganjuk ke luar daerah dan mengingkatkan
kesejahteraan masyarakat tani, namun dalam implementasinya justru lebih banyak
memberikan manfaat bagi pemilik kapital dan menguasai tata niaga bawang merah.
Penguasaan kapital dalam tata niaga bawang merah sebagai komoditas terbesar di Kabupaten
Nganjuk dan bernilai tinggi terjadi dalam dua proses, yakni pada proses produksi dan
distribusi. Media masuknya kapital itu sendiri berupa uang dan bantuan pemasaran.
Pergerakan modal berupa uang dari tangan kapital kepada petani bawang merah Nganjuk
menjadikan kegiatan produksi bawang merah yang dilakukan bukan semata-mata untuk
mengaktifkan roda perekonomian petani, melainkan dengan adanya pergerakan modal
menjadikan kegiatan produksi bawang merah terikat dan bertujuan memenuhi kepentingan
para kapital.

Penguasaan kapital dalam proses produksi dengan adanya penanaman modal uang
memberikan konsekuensi penarikan hasil panen petani untuk dijual pada pihak penanam
modal dengan harga yang sudah disepakati, sebagai bentuk kerjasama. Sejalan dengan
penguasaan kapital terhadap proses produksi, penguasaan kapital terhadap proses distribusi
lebih pada pengaturan harga jual bawang merah dari Kabupaten Nganjuk hingga ke luar,
dengan wujud bantuan pemasaran bagi petani mandiri lokal. Hal ini juga merupakan sebagai
salah satu dampak secara langsung dari pergerakan modal dalam proses produksi. Kapital
menguasai penentuan harga dengan sistem pasar dan kepemilikan jaringan. Sedangkan petani
lokal memiliki keterbatasan distribusi dan pemasaran yang umumnya hanya sebatas wilayah
Kabupaten Nganjuk.

Dalam prosesnya, penguasaan kapital melibatkan banyak pihak atau aktor dengan peran
yang berbeda-beda. Mereka saling berinteraksi dan mengisi posisi-posisi jejaring produksi dan
distribusi. Diantaranya petani besar  juragan sebagai pintu masuk uang dari tengkulak luar,
dan pintu keluar bagi bawang merah menuju tangan tengkulak untuk diperjualbelikan di pasar
nasional, dan borek atau pengebas sebagai perantara kapital dengan petani lokal. Pemilik
kapital sendiri yakni tengkulak besar dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Semarang,
Kalimantan dan Sulawesi Petani besar memiliki andil yang cukup banyak, yakni bagi petani
kecil menjadi orang yang dipercaya sebagai pihak penolong untuk menjualkan hasil panen ke
luar, dan tempat meminjam uang ketika mengalami kekurangan modal untuk menanam
kembali yang dapat dikarenakan gagal panen atau harga sedang kurang bagus.
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Bagi tengkulak besar dari luar dapat menjadi gerbang masuknya tanam modal dan
keluarnya barang dari hasil panen, sampai pada borek atau pengebas. Petani besar memberikan
mereka kesempatan untuk menarik keuntungan atau komisi dari penjualan. Aktor lainnya
adalah borek atau pengebas, yang merupakan kepanjangan tangan dari tengkulak besar dari
luar daerah. Borek atau pengebas berperan sebagai penyalur dana produksi kepada para petani
kecil lokal, baik melalui petani besar lokal ataupun secara langsung menuju petani mandiri.
Selain itu borek berperan melakukan negosiasi dengan petani lokal, menjadi penyalur
keluarnya bawang merah dari Kabupaten Nganjuk dan mengatur pengiriman barang tersebut
menuju tangan tengkulak besar. Aktor selanjutnya adalah tengkulak besar dari luar, yang
merupakan pihak pemilik kapital. Tengkulak besar adalah pihak luar yang dengan kekuatan
sumber daya uangnya dapat menguasai komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk.

Kapital memiliki beberapa bentuk dan media untuk masuk, yang dalam tata niaga
bawang merah Nganjuk dapat dikategorisasikan sebagai kapitalisme perdagangan, dengan
media uang. Relasi antara kapital dengan kekuasaan dalam tata niaga yakni dengan masuknya
modal uang tersebut, pemilik kapital dapat mengikat petani dalam melakukan produksi,
kemudian kapital dapat mengatur penentuan harga beli yang ditawarkan kepada petani dan
harga jual yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pembeli. Sistem pasar komoditas
bawang merah bukan diatur oleh pemerintah, melainkan tangan – tangan tak terlihat (invisible
hand) yang secara nyata dapat menaikkan – menurunkan jumlah angka bawang merah dan
harga beli – jual di pasar.
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